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PENDAHULUAN 

Desa merupakan kesatuan masyarakat terendah di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

Desa mempunyai pemerintahan desa yang merupakan pemrintahan terendah di dalam susunan 

Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa memiliki wewenang 

membentuk peraturan desa dalam mengatur urusan pemerintahan desa. Banyak pemerintah desa 

di wilayah Kecamatan Lelea kurang mampu membentuk peraturan desa dengan baik, karena 

aparatur pemerintah desa tidak memiliki bekal pengetahuan membentuk peraturan desa. Salah satu 

upaya untuk memberikan pemahaman tentang pembentukan peraturan desa adalah kegiatan 

pembinaan pembentukan perturan desa melalui program pengabdian kepada masyarakat.  

 

METODE 

Peraturan desa adalah salah jenis peraturan perundang-undang yang tata cara pembentukannya 

telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Karena itu metode pemberian pemahaman 

tata cara pembentukan peraturan desa dilakukan melalui metode bimbingan teknis. Metode ini 

adalah metode praktik/empiris, karena aparatur pemerintah desa dilatih dan dibimbing membentuk 

peraturan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Proses bimbingan teknis ini 

meluputi bimbingan pembuatan rancangan peraturan desa, pembahasan, mennjukan kesalahan, 

mengarahkan perbaikannya, kemudian memfinalkan draf peraturan desa tersebut sesuai peraturaan 

yang berlaku. 

 

PELAKSANAAN DAN HASIL KEGIATAN 

Kegiatan bimbingan teknis pembuatan peraturan desa dilaksanakan pada hari Kamis-Jumat 

tanggal 19-20 November 2020 bertempat di Kantor Kecamatan lelea. Pada hari pertama 

pembimbing teknis memaparkan dan menjelaskan materi peraturan perundang-undangan, 

peraturan desa, dan tata cara pembentukan peraturan desa. Tujuannya adalah aparatur pemerintah 

desa memahami ketentuan pembentukan praturan desa. Pada hari kedua, pembimbing memberikan 

bimbingan  teknis pembentukan rancangan peraturan desa yang dibentuk oleh aparatur pemerintah 

desa. Untuk mengefektifkan proses bimbingan teknis, peserta bimbingan dibagi menjadi dua 

kelompok, yang masing-masing kelompok dibimbing oleh seorang pembimbing. Pembimbing 

memberikan arahan format, bagian-bagian dari format, materi muatan yang diatur, serta teknik 



pembentukannya. Teknik pementukan peraturan desa diarahkan sesuai dengan teknis penyusunan 

peraturan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan. Rancangan peraturan desa terus dijelaskan dan didiskusi 

substansinya, pembagian materi muatan ke dalam bagian-bagian peraturan desa. Rancangan 

peraturan desa tersebut difinalkan mennjadi rancangan peraturan desa. 

 

KESIMPULAN  

Pelaksanaan PKM berlangsung sesuai jadwal yang telah ditentukan, rencana kegiatan, dan proses 

sesuai standar proses yang brlaku. Aparatur pemerintah desa memahai peraturan perundang-

undangan, peraturan desa, format dan materi muatan peraturan desa, dan memahami tata cara 

pembuatan peraturan desa. Aparatur pemerintah desa juga mampu membuat rancangan peraturan 

desa dengan baik. 
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